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BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT,Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat
dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan

Timur dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan
pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bapenda Provinsi
Kalimantan Timur dalam periode pelaporan tertentu, serta sebagai wujud komitmen
dalam mendukung keterbukaan informasi publik guna mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Penyusunan laporan ini memuat gambaran umum penyelenggaraan pelayanan
informasi publik, capaian kinerja PPID, sarana dan prasarana layanan, serta
permasalahan dan upaya perbaikan yang telah dilakukan. Diharapkan laporan ini
dapat menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan serta menjadi dasar perumusan
kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di

lingkungan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan
memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik,
khususnya kepada jajaran pimpinan, seluruh unit kerja di lingkungan Bapenda
Provinsi Kalimantan Timur, serta petugas layanan PPID yang telah berkontribusi

dalam penyusunan laporan ini.

Samarinda, 30 Januari 2026
PIt. Kepala Bapenda Prov Kaltim,

0, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat |
NIP. 197802022001121003

LAPORAN PPID PELAKSANA TAHUN 2025



BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ...t i
DAFTAR ISI ..o ii
DAFTAR GAMBAR ...ttt iii

BAB | PENDAHULUAN

moow>»

Latar Belakang ...... ..o
Dasar Penyelenggaraan ............coviiiiiiiiiiiii e
Maksud dan TUJUBN ...
Pengertian ... ...

A WO NN -

Tugas dan Tanggung Jawab PPID ...,

BAB Il PELAKSANAAN PPID

A.
B.
C.

Sekretariat Layanan ...,
Mekanisme Permohonan Informasi Publik ..................ccccoiii,
Waktu Penyelesaian ...

BAB lll PENUTUP

A.
B.

KesSimpulan ... 9
ST 1 - o [PPSR 10

LAMPIRAN

oo Wy

m

Dokumentasi
Standar Operasional Prosedur PPID Pelaksana
Daftar Informasi Publik (DIP)

Data permohonan informasi pada website dan secara tatap muka langsung
Tahun 2025

SK PPID Pelaksana

LAPORAN PPID PELAKSANA TAHUN 2025




BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ruang Sekretariat Layanan PPID Pelaksana ...........................
Gambar 2.2. Halaman Website resmi Bapenda dan Website PPID Bapenda ...
Gambar 2.3. Tata Cara Permohonan Informasi Publik ...............cccccoovennn.

LAPORAN PPID PELAKSANA TAHUN 2025




BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih,
transparan, dan akuntabel, keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban
konstitusional yang harus dilaksanakan oleh setiap badan publik. Hal tersebut
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa badan publik
wajib menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat,
tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur sebagai
perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di
bidang pengelolaan pendapatan daerah, memiliki tanggung jawab untuk
menjamin ketersediaan dan aksesibilitas informasi publik, khususnya yang
berkaitan dengan kebijakan, program, kegiatan, serta kinerja pengelolaan
pendapatan daerah. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Bapenda
membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas
mengelola pelayanan informasi publik secara sistematis, terintegrasi, dan
berkelanjutan.

PPID Bapenda berperan dalam penyediaan, pendokumentasian, pengamanan,
dan pelayanan informasi publik, termasuk penyusunan dan pemutakhiran Daftar
Informasi Publik (DIP), penetapan klasifikasi informasi, serta pengembangan
sistem pelayanan informasi. Pelaksanaan tugas PPID tersebut merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta
penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, laporan PPID Bapenda disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan pelayanan informasi publik dalam periode
tertentu. Laporan ini memuat pelaksanaan tugas dan fungsi PPID, capaian kinerja
pelayanan informasi publik, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah
perbaikan yang telah dan akan dilakukan. Laporan ini diharapkan menjadi bahan
evaluasi bagi pimpinan dalam rangka perumusan kebijakan dan strategi

peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan Bapenda.

LAPORAN PPID PELAKSANA TAHUN 2025



BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

B. Dasar Penyelenggaraan

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan

Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
sebagai landasan hukum utama dalam penyediaan, pelayanan, dan

pengelolaan informasi publik oleh badan publik.

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai
pedoman pelaksanaan teknis keterbukaan informasi publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik, sebagai acuan standar pelayanan, prosedur, dan mekanisme
pengelolaan informasi publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sebagai pedoman
khusus bagi PPID di lingkungan pemerintah daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 Tentang
Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemprov.Kaltim

Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 0480.15/K.68.2018 Tentang pembentukan
PPID

Keputusan Kepala Bapenda tentang Penunjukan PPID Pelaksana dan
Pengelola Informasi di Lingkungan Bapenda, sebagai dasar operasional

pelaksanaan pelayanan informasi publik.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Badan Pendapatan Daerah dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban

atas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan

Bapenda dalam kurun waktu tertentu, serta sebagai instrumen dokumentasi dan

evaluasi terhadap kinerja PPID.
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Penyusunan Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Badan Pendapatan Daerah bertujuan untuk:

1.

Memberikan gambaran dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
pelayanan informasi publik di lingkungan Bapenda dalam periode pelaporan
tertentu.

Menilai tingkat efektivitas dan kualitas pengelolaan serta pelayanan informasi
publik yang dilaksanakan oleh PPID Bapenda sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Menyediakan bahan evaluasi bagi pimpinan dalam rangka perumusan
kebijakan, pengambilan keputusan, serta penyusunan program peningkatan

kualitas keterbukaan informasi publik.

4. Mendokumentasikan capaian kinerja, inovasi, dan permasalahan dalam
penyelenggaraan pelayanan informasi publik sebagai dasar perbaikan
berkelanjutan.

5. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan,
akuntabel, dan partisipatif melalui optimalisasi peran PPID di lingkungan
Bapenda.

D. Pengertian

Dalam laporan ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) adalah perangkat daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di
bidang pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang
bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,
dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan Bapenda.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,
dan/atau diterima oleh Bapenda yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan
penyelenggara pemerintahan serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum

Indonesia yang mengajukan permohonan informasi publik kepada Bapenda.
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5. Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan pemberian layanan informasi

kepada pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan,
dan dengan cara yang sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dokumentasi Informasi adalah kegiatan pengumpulan, pengelolaan,
penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan dokumen informasi publik

yang berada di lingkungan Bapenda.

E. Tugas dan Tanggung Jawab PPID

PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1.

Mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi
publik di lingkungan Bapenda.

Menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon
informasi secara cepat, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Menghimpun, mengoordinasikan, dan memutakhirkan data dan informasi dari
seluruh unit kerja di lingkungan Bapenda.

Menyusun, menetapkan, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP).

5. Melaksanakan pengklasifikasian informasi serta uji konsekuensi terhadap

informasi yang dikecualikan.

Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan
informasi publik.

Menangani permohonan informasi, keberatan, serta mendukung
penyelesaian sengketa informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Mengembangkan sistem pelayanan informasi publik, termasuk pemanfaatan
teknologi informasi.

Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik secara berkala

sebagai bentuk pertanggungjawaban.
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BAB I
PELAKSANAAN PPID

A. Sekretariat Layanan

Pelayanan informasi pada PPID Pelaksanaan Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan di ruang Sekretariat Layanan Informasi
pada Lantai 2 (dua) kantor Bapenda Provinsi Kalimantan Timur Jalan M.T
Haryono, Nomor 09 Kota Samarinda. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pada
meja layanan (front desk) yang bertugas membantu pemohon informasi atau pemangku
kepentingan dalam memperoleh informasi publik, baik dalam bentuk salinan cetak (hard
copy) maupun salinan elektronik (soft copy). Petugas layanan juga memberikan
pendampingan dan arahan kepada pemohon informasi agar seluruh permohonan yang
diajukan sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan informasi publik,
termasuk pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang
diberikan.

Berikut ruang pelayanan PPID/Pengaduan Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Kalimantan Timur :

Gambar 2.1 Ruang Sekretariat Layanan PPID Pelaksana

pID -
o PEJABAY 2o 3L DLA IFORNE S
DAY DL, AENTVASE
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Selain pelayanan langsung melalui meja layanan, PPID Pelaksana Bapenda Provinsi
Kalimantan Timur juga menyediakan sarana sosialisasi dan dokumentasi informasi publik

secara elektronik melalui website resmi bapenda htips./bapenda.kaltimprov.qo.id/ atau

https://bapenda.kaltimprov.qo.id/ppid/ guna memfasilitasi masyarakat dan pemangku

kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara mudah, cepat, dan
transparan.

Gambar 2.2. Halaman Website resmi Bapenda dan Website PPID Bapenda
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B. Mekanisme Permohonan Informasi Publik antara lain :

1.

Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir
permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan
pengguna informasi.

Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik
kepada pemohon informasi publik.

Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan
formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon
informasi publik.

Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh
pemohon/pengguna informasi jika informasi yang diminta masuk dalam
kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.

Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada
Pengguna Informasi Publik.

Membukukan dan mencatat.

C. Waktu Penyelesaian:

1.

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik
dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang
telah ditentukan;

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak
diterima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi
yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat
memperpanjang waktu penyampaian informasi yang diminta paling lambat 7
(tujuh) hari kerja.;

Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon
informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa
pOs;

Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga

dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam

LAPORAN PPID PELAKSANA TAHUN 2025



BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk
keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi ditolak,
maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan

berdasarkan UU KIP .

Gambar 2.3. Tata Cara Permohonan Informasi Publik
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BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi
publik. Pelayanan informasi publik telah dilaksanakan melalui Sekretariat Layanan
PPID serta didukung dengan pemanfaatan media elektronik sebagai sarana
penyediaan dan diseminasi informasi kepada masyarakat.

Secara umum, pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan
Bapenda Provinsi Kalimantan Timur berjalan dengan baik, ditandai dengan
tersedianya mekanisme pelayanan, petugas layanan, sarana prasarana
pendukung, serta prosedur operasional yang jelas. Selain itu dibuktikan dengan
prestasi PPID Pelaksana Bapenda Prov Kaltim untuk tahun 2025 adalah
menduduki urutan ke 4 dengan kualifikasi Informatif kategori Perangkat Daerah
Provinsi pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup
Pemerintah Provinsi Kaltim. PPID Bapenda juga telah berupaya meningkatkan
kualitas pelayanan melalui penguatan koordinasi internal, penyediaan informasi
yang akurat dan mutakhir, serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat
sebagai bahan evaluasi.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus
ditingkatkan, antara lain optimalisasi pemutakhiran Daftar Informasi Publik,
penguatan kapasitas sumber daya manusia pengelola layanan informasi, serta
pengembangan sistem layanan berbasis digital guna meningkatkan efektivitas,
efisiensi, dan jangkauan pelayanan informasi publik.

Melalui penyusunan laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan
perencanaan bagi pimpinan dalam rangka penyempurnaan kebijakan serta
peningkatan kualitas penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan

Bapenda Provinsi Kalimantan Timur pada masa yang akan datang

LAPORAN PPID PELAKSANA TAHUN 2025
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B. Saran

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan informasi

publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur,

disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1.

Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala agar
informasi yang disediakan tetap akurat, relevan, dan sesuai perkembangan
kebijakan serta kegiatan Bapenda.

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID melalui
bimbingan teknis, pelatihan, dan penguatan pemahaman regulasi
keterbukaan informasi publik.

Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem layanan informasi berbasis
digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta jangkauan pelayanan
kepada masyarakat.

Memperkuat koordinasi internal antarunit kerja guna menjamin ketersediaan
dan kecepatan penyediaan data dan informasi.

Melaksanakan evaluasi pelayanan secara berkelanjutan, termasuk melalui

survei kepuasan masyarakat, sebagai dasar peningkatan kualitas layanan.

Samarinda, 30 Januari 2026
PIt. Kepala Bapenda Prov Kaltim,

, 5.50s., M.Si.

Pembina Tingkat |
NIP. 197802022001121003
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LAMPIRAN
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DOKUMENTASI

Ruang Pelayanan PPID Pelaksana Bapenda Prov Kaltim
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Urutan ke 4 dengan kualifikasi Informatif kategori Perangkat Daerah Provinsi pada
Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkup Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

x=g
-y
KOMISI INFORMASI
PROVINSIKALIMANTAN TIMUR

Lampiran Komisi Provinsi Timur
Nomor : 001/KEP/KI-KALTIM/X/2025
TENTANG

PENETAPAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KEPATUHAN BADAN PUBLIK TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025

KATEGORI PERANGKAT DAERAH PROVINSI

No. NAMA BADAN PUBLIK ‘ UBLCT ‘ KUALIFIKASI
SCORE

1 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 99,36 INFORMATIF
2 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 98,96 INFORMATIF
3 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 97,44 INFORMATIF
4 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 94,72 INFORMATIF
s DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 92,80 INFORMATIF
3 BADAN RISET DAN INOVAS| DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (BALITBANGDA) 92,00 INFORMATIF
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PPID PELAKSANA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM

DISUSUN OLEH :

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN PPID PELAKSANA Tf\HUN 2025



p . & /4

Nomor SOP 550/ OVS-\/Penda-1/2€22
Tanggal Pembuatan \© Januari 2022
Tango Revi : o TAR
Tanggal Efektif x
|Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
SUB BAGIAN UMUM Nama SOP

Kualifikasi pelaksana

Dasar Hukum

Undeng ~Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undeng-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Dasreh

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik
Pereturan Gubernur Kalimantan Timur Namor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Di

- O S W N -

Peraturan Pemerintsh Nomor 61 Tahun Z010 Tentang Peleksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Katerbukaen Informasi Pubik
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah

Lingkungan Pemerirtah Provinsi Keiimentan Timur

1 Memahami Pergub Katim No. 18Th 2013 Tentang Layanan Irformasi Publik

Memiliki kemampuan pendokumentasian, keresipan dan pengalolaan informasi

Memiliki pemahaman dan penguesaan tekndegi informasi

Memiliki keterampilan komunikasi yang bak dan pengendaliar emosi

Memiliki latar belakang pendidkan yang mend_kung kegiatan pengelolaa 1 informasi publik

Mengikuti pelaihan terkait pemahaman wawssan mengenai pelayanan, IT, pemroses date, verifikasi data, pengkdafisesi
data/katalogisesiindeksing

@ v e W N

|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 Meja Pelayanen
1 SOP Penetapan dan Pemutakhiran dafter Informasi Publik 2 Komputer
2 SOP pendokumentasian Informasi Publik 3 Printer
3 SOP Keberatan Informesi Publik 4 Daftar Informasi Publik
4 SOP Fesilitasi sengketa Informasi Publik 5 ATK
5 SOP Pendokumentesian Informasi yang ci kecualikan 6 Telpon/Fax
7 Website Baperda Prov. Kaltim
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1 SOPidbqpmga\hMpﬂmmsoPlﬁnya

Disimpan sebagai data elekironik / softcopy (sister) dan manualherdcopy dalam arsip antara lain dalam bentuk :
1. Formuiir p h daa dan inf i publik

2. Formulir bukti tanda terima data dan informasi publik

3. Formulir bukti peayerahan data dan informasi puoiik

4. Surat keterangan PPID terhadap penolekan pemohonan informasi




PELAKSANA MUTU B
Uraian Kegiatan e Petugas Pengelolaan
Pomohen | . PoIYEAn | ooy en Kualfikasi | KoPala Bideng/ Ket.
Informasi dan Kepala UPTD Persyaratan | Kelewgkapan Waktu Output
Dokumentasi Moo
Pemohon informasi mengajulan permohoran informasi publik melalJi CD(—- 2 Fzrmu " Pmr i smiymd Selama jam
. Langsung ke Meja Pelayaran informasi PPID Pembaniu Kantor Bapenda Prov. Kaftm kTP/smmpp,' s eroragan) / Folooopy | i anan  |FOMr Pemohonen yang
b. Tidak langsung melalui suat, website atau email Bapenda Prov. Kalim bk ikl ol k te ah diisi beserta daa
3. Akta Notaris / SK Organisai antor emobon
(Lembaga/Organisasi) berlangsung
Menerima dan memverifikasikelengkapan berkas permohonan informesi publik : a. Buku Register
: :';‘)ga::l; kelengkapan berkas tidak 'engkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk Peneri P —
Informasi
b. Jika telah lengkap, dilakukan registrasi pada buku permohonan informasi, membuat tanda terima, b. Bukti T' it
memeriksa jenis informasi/dckurnen yang di minta Portiahonin) ”
Menerima permohonan informasi :
a. Apabila Informasi/Dokumen yang diminta tersedia di Caftar Informasi Publi(DIP) maka akan N
diberikan kepada pemohon :tau dapat di unduh di halarran website Bukt pen "
b. jika tidak tersedia di DIP naka berkas psmohon akan disampaiken ke Bidang/UPTD bersan jkutan il
- i = g 3 Informasi/Dokumen
c. Jika informasi/dokumen yzng diminta merupakan infornasi/dokumen tertutup atau dikecuali<an
maka petugas pelayanan menyiapkan jawaban penolaken atas permohonan tersebut
Memeriksa berkas permohosan dan mengkordinasikan jawaban dan memproses informasi/do<umen ]Jj
yang diperiukan Informasi/Dokumen
Memeriksa informasi/dokurmen yang telahselesai diberitan olen Bidang/UPTD untuk di l::l‘— __i—l
dokumentasikan, di arsipkan dan diserahkan kepada pemohon nf e
\
Pemohon informasi menerina permohonan informasi yang berisi informasi/dokumen yang dirrinta ( m»L\,: Bu«ti penyerahan
Informasi/Dokumen




Nomor SOP 550 /.. O™\ _/ Penda-1/2022
Tanggal Pembuatan \© Janaari2022
Tanggal Revisi A
Tanggal Efektif © Januari2022 /o<
Disahkan oleh '/ b,
*
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR \ P2 7
BADAN PENDAPATAN DAERAH ‘-\C?( AL TSMAT, .S -
N\ 8001 4709
SUB BAGIAN UMUM Nama SOP Penyusu1anDaftar Informasi Publik
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 Undang ~Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 1 Memszhami Pergub Kaltim No. 18Th 201Z Testang Layanan Informasi Publik
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pelayanen Publik 2 Memilki kemampuan pendokumentasian, kerssipan can pengelolaan informasi
3 Umng-uMmgNmnTahunZU1tTumm0m1 3 Memilki pemaharan dan penguasaen teknobgi informasi
4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infornasi Publik 4 Memilki keteramgiankomunikasi yarg baik dan pengendalian emosi
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 3 Tahun 2017 Tertang Pedomen Pengelolaan Peayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementeran Delem Negeri Dan Pemerintahar Daerah 5 Memilki latar belekang pendidikan yang rendukung kegiatan pengellaan informasi publik
6 Peraturan Komisi Irformes Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Stander Pelayanan Infornasi Publik 6 Mengkwpo.ldit_m h'k:-'tpomdwnm wawesan mengenai pelay anan, IT, pemroses data, verifikasi cata, pengklafisesi
7 Peraturan Gubemur Kelimentan Timur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Public Di L ngkungan Pemerintah Provinsi Kefimanten Timur detaiatalogisasifindetsing
Keterkaltan Peralatan/periengkapan
1 Meja Pelayanan
1 SOPPWMMMMMHMPM 2 Komputer
2 SOP Pendckumentasien In‘ormasi Publik 3 Printer
3 SOP Keberatan Informasi Publik 4 Daftar Informesi Publi
4 SOP Fasilitasi sengketa Informasi Pubiik 5 ATK
5 SOP Pendckumentasien Informasi yang di kecualikan 6 Telpow/Fax
7 Webste Bapenda Prov. Keltim
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1 SOPiribupemaruhwtndqapddmmSOPlinm MNMMMIM(MMan)MmmmmunM:
1. Daftar Irformasi Publik

2. Formulir Permohonan Parmintaan Informas Pubik
3. Formulir Bukti Tanda Terima Daftar Infomasi Publik
4. Buku Register Permintaan Informasi




PELAKSANA MUTU BAKU
Petugas
Pengelolaan
Ussian Kegiatsn Sekretaris PPID | BidasgUPTD |  Datadan “‘"P . PP'I D Persyaratan / Kdengkapan Waktu Output
Kualifikasi
Informasi
Meminta mengumpulkan bahan informasi yarg relevan dengan tugas dan fungsi masing-masing, baik mulai a. Peraturan dan perun@ngan PPID
yang diproduksi sendiri/dkembangkan berupa arsip statis maupun dinamris maupun arsip vital yang b. Daftar Indetifikasi dats dan Informasi |1 hai kerja  [Neta Dinas
dikuasai Publik
%
| | a. Peraturan dan perunangan PPID
Bidang/UPTD mengumpulkan bahan informasi yang relevan dengan tupoksi masing-masing b. Daftar Indetifikasi dat dan Infomasi |5 har kerja  |Bahan Informasi Publik
Publik
, - ; : a. Peraturan dan perunangan PPID
Tim PPID membantu mengasiikasikan dan mendokumentasi daftar informasi publk: serta Eb b. Daftar Indetifikasi cat dan Infomasi |5 har kefja  [Bahan Informasi Publik
identifikasi berdasarkan sifat informasi yang telah dikumpulkan
mengy Publik
; : —r , SK Daftar Informasi
Menetapkan daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan E j Dokumen informasi pubk thar keria |0
) 2 : | le S Vi Informasi publik
Mendokumentasikan informasi publik dan menyediakan dokumen daftar informasi publik o SK Daftar Informasi Pukik 3 har kerja ootk dan slekbronik
PPID Pembantu menginfokan DIP yang telah ditetapkan kepada PPID Utama Pemprov Kaltim selesai SK Daftar Informasi Pubik 1hari keija  |Laporan SK DIP




Nomor SOP 550 /.0 \ | Penda-1/2022
Tanggal Pembuatan \© Janwari2022
Tasggal Revisi - Pt .
Tanggal Efektif © hn.."mi/(,:?‘.mfb 0\
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
SUB BAGIAN UNUM Nama SOP Uji Konsekumsi Informasi Publik
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

Undang ~Undang Nomor 14 Tahun2008 Tentang Keterbukean Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Dzarah
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanasn Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengeldaan Pelayanan Informasi Can Dokumentasi Kementerian Dalem Negeri Dan Pemerintahan Daerah
Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informesi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

- o o s W N

1 Memahami Pergub Kalim No. 18Th 2013 Tetang Layanan laformasi Publik

2 Memilki kemampuan pendokumentasian, kensipan dan pengelolaan informasi

3 Memilki pemahaman dan penguasaan te<notgi informasi

4 Menmilii keterampiian komunikesi yang baik can pengendaliar emosi

S Memilki latar belakang pendidikan yang mend.ikung kegiatan pengelolaan informasi publik

6 Mengikufi pelatihan terkait pemahaman weawsen mengenai pelayanan, IT, pemroses data, verifikesi date, pengkl=fisasi
data/katalogisasifindeksing

Keterkaltan Peralatan/periengkapan
1 Meja Pelayanen
1 SOP Penetapan dan Pemutakhiran daftar Informasi Publik 2 Komputer
2 SOP Pelayanan Informasi Publik 3 Printer
3 SOP Keberatan Informasi Publik 4 Daftar Informasi Publik
4 SOP Faesilitasi sengketa Informasi Fublik 5 ATK
5 SOP Pendokumentasian Informasi yang di kecualian 6 Telpon/fFax
7 Website Bapenda Prov. Kaltim
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. SOP ini berpengaruh terhadep peleksanaan SOP lainnya

Dismpan sebagai data elektronik / softcopy (sistem) dan manualihardcopy dalem arsip antara lain dalam bentuk :
1. Formulir Permohonan Permintaan Data dan Infomasi Publik.

2. Formulir Bukti Tande Terima Data dan Informas Publik

3. Formulir Tanda Bukti Penyerahan Informasi danDaftar Informas Publik

4. Buku Register Permintaan Informasi




rahasia

PELAKSANA MUTU BAKU
Bidang
iatan
Urslan Keg PPID Pembantu | Pengelolaan s Tim PPID OPD| Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output
Pertimbangan
Informasi
Permohonan
Tim PPID OPD mengajukan permohonan uji konsekuensi kepada PPID <€ = I Berkas permahonan Hari HSelama  |permintaan yang telah
Pembantu. PPID Pembantu melakukan kajian atas informsi/dokumen yang | Ao am ke o i
fidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan fim pert mbangan. pelayanan Kantor |di ampirkan fotocopy /
scan identitas diri
; 7 - fur, d
Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang )l ' teFr’:;?t : : :]:;‘: angar:‘yang ) R ——
bersifat rahasia berdasarkan undang-undang, kepatutan dan kepentingan P dbe’ata‘akdan 8 Har Kerja Mmbangm |
umum. informasi publik pelayanan informai
Menyampaikan kepada bidang pengelolaan informasi untux melakukan
otentifikasi dokumen atas informasi yang diminta pemohon informasi. !
Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah informasi terbuka maka PPID pergturaq per ‘f"daf‘gaﬂ yag ‘ ‘
Pembantu memerintahan kepada PPID OPD untuk membuka terkait dan masih beriaku - |informasi / dokumen
'n?;nnnasildokumm yang dimaksud _D(L daftar nformasi / dokumen yang |10 Hari Kefja  [dar: komponen
' : i i telah cinyat
Jika status informasi/dokurmen oleh Tim Pertimbangan dinyatakan peublikcmya akan terbuka uniuk perangkat daerah
dikecualikan, maka PPID OPD memuat surat penolakan kepada pemchon
informasi.
- informasi / dokumen yang
; ; dimint: i i : i subli

Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan altrant:n aoleh pelnohcinler:'f:lrmaa, :‘f'-"'t‘a: thb"k yang
menandatangani tanda bukti peneiimaan atau memberikan surat pendakan e . 17 Hai Kera dirinta o pemohon

ada pemohon jika status informasi/dokumen dinyalakan tertutup penolakan jika informasi / informasi atau surat
it e ' dokumen tsb dikategorikan peolakan




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP §50 /. OW%.)_jPenda1/2022

| Tanggal Pembuatan \© Januari 2022

Tanggal Revisi E ,

Tanggal Efektif © Janmrllm,;:ﬁ iA&"?l; A
Cisahkan oleh 4 VA A

BADAN PENDAPATAN DAERAH . IS M.S
9650914 1990012 2 001
SUB BAGIAN UMUM Nama SOP
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 Undang ~Undeng Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaen Informasi Publik 1 Memahami Pergub Kaltim No. 18Th 2013 Tentang Layanan Informasi Publik
2 Undang-Undarg Nomor 25 Tarun 2009 Tenteng Pelayanan Publik 2 Memiliki kemampuan pendokumentasian, keresipan dan pengelolaan infomasi
3 Undang-Undang Nomor 23 Tatun 2014 Tentang Pemerintahen Daerah 3 Memiliki pemahaman d anpenguesaan teknologi informas
4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Uidang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Ketertukaan Informasi Publik 4 Memiliki keterempilan komunikesi yang beik den pergendalian emosi
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengalolaan Pelayanan Informesi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Das Pemerintahan Daerah S Memilii letar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaen informasi publk
6 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik ¢ Mengikuti pelatihan terkail pemahaman wawasan msngenal pelayanan, IT, pemroses daf, verifikasi date, pergklafisasi
7 Poreturan Gubsrnur Kaimanten Timur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provirsi Kafimantsn Trrur e
Keterkaltan Peralatan/perlengkapan
1 Meja Pelayanan
1 SOP Penetapan dan Pemutakhiren daftar Infornasi Publik 2 Komputer
2 SOP Pendokumentasian Informasi Publik 3 Printer
3 SOP Keberatar Informasi Publi 4 Dafter Informasi Publik
4 SOP Fesilitasi sengketa Informasi Publik 5 ATK
5 SOP Pendokumentasian Inforvasi yang di kecsalikan 6 Telpon/Fax
7 Website Bapenda Prov. Kaltim
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. SOP ini berpengaruh terhadap peiaksanaan SOP lainnya

Disimpan sebagai data elektrorik / softcopy (sistem) dan mantal/hardcopy dalam arsip antaralein dalam bentuk :
1. Semua dokumen dan data yang tercantum dalam informasi publik

2. Semua berkas kerja layanan informasi publik

Desk lay wajib menyerehkan inf i publik dalam bentuk elektronik dan non elektronik




PELAKSANA ~ MUTU BAKU
Uraian Kegiat Pengelolaan
Datadan Bdang/UPTD | Sekretaris PPID Mp| FHID Persyaratan / Kelengkapan |  Waktu Output
Kualifkasi
Informasi
y . e - Nota Dinas i ’
Meminta informasi publik yang dikuasai kepada Bidang/UPTD bedasarkan SK penetepan daftar informasi publik @._ 8K Ini - { harikeia  |Nota Dinas
Bidang/UPTD mengumpulkan bahan informesi yang relevan dengan tupoksi masing-masing - SK Daftar Inf i Publik Sharikerja  |Bahan informasi publik
h Informasi publik yang
Mengindentifikasi informesi publik bedasarkan sifat informesi SK Daftar InfomasiPublik |2 harikerja | sesusi dengan dafter
informas: publik
Ly Informasi publik yang
Menerima dan memeriksa hasil indentifikasi dokumzn informasi publik SK Daftar InfomasiPublik |2 harikerja | sesuai dengan dafter
informas: publik
y - ’ — . Informasi publik
Menerima dan memeriksa dokumen informasi sertameninjau dan memastikan proses pendokumentasian informasi I: T e Tovstn I dev;':nlday:;
publik berjalan efektif dan efisien informas: publik
Mendokumentasikan informasi publik
a, Menyediakan dalam bentuk softfile ke daiam halaman website SK Daftar | ” ... |Informasi publik
b. Menyimpan dalem bentuk softile ke dalan disk penyimanan intemal G« ftar Informes Publik | harikend | ootk dan terekan
¢. Mencetak dalam bentuk herdcopy




Nomor SOP 550 / oWA:) [ Perda-1/2022
Tanggal Pembuatan \© Januari2022
Tanggal Revisi .
Tanggal Efektif © Januari022 0
Disankan oleh /
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR X
BADAN PENDAPATAN DAERAH
SUB BAGIAN UMUM Nama SOP
Dasar Hukum Kual fikasi pelaksana
1 Undang ~Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infornasi Publik 1 Memahami Pergub Kaltim No. 18Th 2013 Tetang Layanan Irformasi Publik
’ 25 Tahun 2609 Tentang Peayanan Publik 2 Memilii kemampuan pendokumentasian, kerssipan dan pengelolean informas
3 Undmg-UndangNorwan\unztﬂTumnnguiMn Daeran ' 3 Menilii perahamen den penguasaan teknoigi informsi
4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tehun 2010 Tenteng Pelsksanaan Undang-Undarg Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publk 4 Memilk keterampilan kom unikasi yang baik dan Sl 2
& Blaokedt i Nonor 3 Tahun 2017 Tentang Pedbman Pengelolean Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Den Pemerintahan Daerah S Memiliki latar belekang perdidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik
6 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nemor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Pubik g Mengikut pelathan terkeit semehaman wewesan mengenai peleyanen, IT, perroses data, verifikesi data, pangklafisasi
7 Peraturan Gubernur Kaiimantan Timar Nomor 18 Tehun 2013 Tenteng Pedoman Leyanan Informas Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalmantan Tirur 9
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 Meja Pelayanan
1 SOP Penetapan dan Pemutekhiran caftar Informasi Publik 3 ‘Nompulwr
2 SOP Pendokumentasian Informasi Publik 3 Printer
3 SOP Keberatan Infornasi Publik 4 Daftar Informas Publik
4 SOP Fasilitasi sengketa Informasi Piblik 5 ATK
5 SOP Pendokumentasian Informasi yang di kecualiken 6 Telpon/Fax
7 Viebsite Bapenda Prov. Kalim

Pencatatan dan pendataan

Peringatan

T SoPm i torhadep pelalsanaan SOP lannya Disimpan sebagai deta elektroni </ softcopy (sistent) dan manual/hardcopy dalem arsb entera lain dalam bentuk :

1. Formulir pengajuan keberatar: informasi publik

2. Formulir bukti tanda terima keberatan informasi publik

3. Formulir bukti penyerahan tenggepan keberataninformas: publik
4. Buku register permintaan informasi dan keberatan pemohon




PELAKSANA MUTU BAKU
Petugas Paliges ]
Kegiatan Pelayanan | Tengelolaan | uocanPPID Ket
s haobin Pemohon Data dan Persyaratan | Kelengkapan Waktu Output
Informasi dan Kualifikasi Pembantu
Dokumentasi
Informasi
( mulai )& 1. Fomulir keberatan Informasi
Publik Hari H
; " . i i i 2. Fotocopy KTP/SIM(Perorangan)| Selama jam  |Formuir Permohonen
Pemohon informasi mengajukan keberatan atas pelayanan informasi publ k melalui : .
a. Langsung ke Meja Pelayanan informasi PPID Pembantu Kantor Bapenda Prov. Kaltim /Fo(o:.}opy. KTP/SIM Pimpinan  |pelayanan  |yang telah diisi beserta
b. Tidak langsung melalu: surat, website atau email Bapenda Prov. Kaltim Organisasi kantor data pemohon
' ya tidak 3. Akia Notaris / SK Organisasi  |berlangsung
(Lembaga/Organisasi)
) ) " e Hari H a. Buku Register
Menerima dan memverifiasi kelengkapan berkas permohonan mf?rmasl pubik : ) ;</ Selamajam  |keberatan Informasi
a. Apabila kelengkapan berkas tidak | 3ngkap maka akan dkenbal!kan kept?da pemohon untuk cilengkw ) pelayanan  |b. Bukt Tanda terima
b. Jika telah lengkap, dilakukan registiasi pada buku permohonan informasi, membuat tanda terima, memeriksa Loitee ot Inforrad
jenis informasi/dokumen yang d minta berlangsung
: : " Bukti penyerahan
Tim PPID mengadakan koordinasi dan rapat dengan melibatkan Bidang/UPTD terkait yang diajukan keberatan . Informesi/Dokumen
informasi ;
A 30 hari kerja .
Memberikan tanggapan terulis periha permohonan keberatan informasi publk yang diajukan Inf s
Permohon menerima tanggapan tertulis dari pihak PPID pembantu Geesa ) Informasi/Dokumen




BAPENDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM
TAHUN 2025

DISUSUN OLEH :

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2025

LAPORAN PPID PELAKSANA T@HUN 2025



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Jalan Mayjen M.T. Haryono, Samarinda 75124

Telp (0541) 734969, 734972 Fax. (0541) 731208

Website : https://bapenda.kaltimprov.go.id Email : bapenda@kaltimprov.go.id

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

NO JENIS INFORMASI RINGKASAN ISI INFORMASI PENANGGUNG WAKTU BENTUK INFORMASI YANG RETENSI ARSIP | KODEFIKASI
JAWAB PEMBUATAN TERSEDIA
PEMBUATAN/
PENERBIT
INFORMASI
CETAK | REKAM | ONLINE

1 Rencana Strategis Rencana Strategik Badan Pendapatan Daerah Sekretariat 2024 v v v selama berlaku =
ProvinsiKalimantan Timur Tahun 2024-2026

2 Daftar Urut Kepangkatan Informasi tentang kepegawaian Badan Sekretariat 2021 v v v selama berlaku -
Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur

3 Struktur Organisasi Informasi tentang organisasi Badan Sekretariat 2022 v v v selama berlaku -
Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur

4 Rencana Kerja Tahunan Dokumen Perencanaan Badan Sekretariat 2024 v v v selama berlaku -
Pendapatan DaerahProvinsi Kalimantan
Timur

5 Pedoman Umum Pedoman Umum Badan Pendapatan Daerah Sekretariat 2023 selama berlaku =
ProvinsiKalimantan Timur

6 Pagu Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Sekretariat 2024 selama berlaku .
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

7 Pagu Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Sekretariat 2024 selama berlaku =
Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur

8 Rencana Umum Pengadaan | Informasi tentang pengumuman pengadaan Sekretariat 2024 v v v selama berlaku -
barang/jasa Badan Pendapatan Daerah
ProvinsiKalimantan Timur Tahun 2024-
2025

9 Peraturan dan Kebijakan Informasi dan Dokumen mengenai Produk Bidang PEP 2018 v v v selama berlaku .
Hukum Badan Pendapatan Daerah Prov
Kaltim




INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

NO JENIS INFORMASI RINGKASAN ISI INFORMASI PENANGGUNG WAKTU BENTUK INFORMASI YANG RETENSI ARSIP | KODEFIKASI
JAWAB PEMBUATAN TERSEDIA
PEMBUATAN/
PENERBIT
INFORMASI
CETAK | REKAM | ONLINE
10 | Laporan Harta Kekayaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Sekretariat 2024 v v v selama berlaku -
Pejabat Negara lingkup Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
11 | Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama lingkup Sekretariat 2025 v v v selama berlaku -
Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur
12 | Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Sekretariat 2025 selama berlaku =
ProvinsiKalimantan Timur
13 | Nota Kesepahaman (MoU Nota Kesepahaman (MoU dan PKS) Seluruh Bidang 2025 selama berlaku -

dan PKS)

Badan Pendapatan DaerahProvinsi
Kalimantan Timur

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 1 Agustus 2025
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Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Jalan Mayjen M.T. Haryono, Samarinda 75124

Telp (0541) 734969, 734972 Fax. (0541) 731208

Website : https://bapenda.kaltimprov.go.id Email : bapenda@kaltimprov.qgo.id

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SECARA BERKALA

NO JENIS INFORMASI RINGKASAN ISI INFORMASI PENANGGUNG WAKTU BENTUK INFORMASI YANG | RETENSIARSIP | KODEFIKASI
JAWAB PEMBUATAN TERSEDIA
PEMBUATAN/
PENERBIT
INFORMASI
CETAK | REKAM | ONLINE
1 Laporan Akuntabilitas Dokumen Kinerja Badan Pendapatan Daerah Sekretariat 2025 v v v selama berlaku -
Kinerja Instansi ProvinsiKalimantan Timur Tahun 2024
Pemerintah (LKJiP)
2 | Laporan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Sekretariat 2025 v v v selama berlaku -
Pertanggungjawaban ProvinsiKalimantan Timur Tahun 2024
Pemerintah Daerah (LPPD)
3 Laporan Tahunan Dinas Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Sekretariat 2025 selama berlaku -
ProvinsiKalimantan Timur Tahun 2024
4 Laporan Data Statistik Laporan Data dan Informasi Badan Sekretariat 2025 selama berlaku -
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2024
5 Data Informasi Wajib Informasi Wajib Pajak (Pajak Bahan Bidang Pajak 2022 v v v selama berlaku -
Pajak (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak
Bakar Kendaraan Air Permukaan)
Bermotor dan Pajak Air
Permukaan)
6 Data Informasi Wajib Informasi Wajib Pajak (Pajak Kendaraan Bidang Pajak 2022 v v v selama berlaku -
Pajak (Pajak Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Kendaraan Bermotor Bermotor)
dan Bea Balik Nama
Kendaraan
Bermotor)
7 Data Realisasi Pendapatan | Informasi Realisasi Pendapatan Daerah Bidang PEP 2025 v v v selama berlaku -
Daerah Provinsi Kalimantan | Provinsi Kalimantan Timur 2024
Timur
9 | Data Target Pendapatan Informasi Target Pendapatan Bidang PPSIP 2022 v v v selama berlaku -
Provinsi Kalimantan Timur | Kalimantan Timur
10 | Data Kendaraan Informasi Kendaraan Bermotor yang Bidang 2017 v v v selama berlaku -
Bermotor Terintegrasi Terintegrasi PPSIP




INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SECARA BERKALA

NO JENIS INFORMASI RINGKASAN ISI INFORMASI PENANGGUNG WAKTU BENTUK INFORMASI YANG | RETENSI ARSIP | KODEFIKASI
JAWAB PEMBUATAN TERSEDIA
PEMBUATAN/
PENERBIT
INFORMASI
CETAK | REKAM | ONLINE
11 | Daftar Aset Informasi tentang aset Badan Pendapatan Sekretariat 2022 v v v selama berlaku -
Daerah
Provinsi kalimantan Timur
12 | Layanan Kesamsatan Informasi mengenai layanan samsat meliputi Bidang PPSIP
Jenis Layanan, Tempat, dan Waktu Pelayanan
serta syarat dan ketentuan yang harus
dipenuhi dalam menggunakan masing-masing
jenis layanan Samsat
13 | Berita Bapenda Informasi mengenai berita kegiatan yang Sekretariat 2023 v v v selama berlaku -
dilaksanakan di Lingkungan Bapenda Provinsi
Kalimantan Timur
14 | Layanan Pajak Informasi mengenai layanan pajak yang Bidang Pajak 2023 v v v selama berlaku =
dikelola oleh Bapenda Provinsi
Kalimantan Timur meliputi layanan PKB,
BBNKB, PBBKB, PAP, dan Pajak Rokok
15 | Laporan Keuangan Informasi tentang realisasi keuangan dan Sekretariat 2023 v v v selama berlaku =
fisik kegiatan Badan Pendapatan Daerah
Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2022-2023
16 | Hasil Survey Tingkat Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat 2023 v v v selama berlaku =
Kepuasan Pengunjung Tahun 2021-2023
Website
17 | Laporan Pelayanan Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun Sekretariat 2023 v v v selama berlaku -
Informasi Publik 2022

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 1 Agustus 2025
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Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Jalan Mayjen M.T. Haryono, Samarinda 75124

Telp (0541) 734969, 734972 Fax. (0541) 731208

Website : https://bapenda.kaltimprov.go.id Email : bapenda@kaltimprov.go.id

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SERTA MERTA

NO JENIS INFORMASI RINGKASAN ISI INFORMASI PENANGGUNG WAKTU BENTUK INFORMASI YANG RETENSI ARSIP | KODEFIKASI
JAWAB PEMBUATAN TERSEDIA
PEMBUATAN/
PENERBIT
INFORMASI
CETAK | REKAM | ONLINE
1 Seputar Bapenda Informasi tentang profil Perangkat Sekretariat 2023 v v v selama berlaku -
Daerah, meliputi: - Alamat lengkap,
ruang lingkup kegiatan, maksud dan
tujuan, tugas dan fungsi Perangkat
Daerah; - Struktur organisasi dan profil
singkat pejabat struktural
2 |Profil Pimpinan Profil pimpinan yang meliputi hama, sejarah Sekretariat 2023 v v v selama berlaku 2
karir atau posisi, sejarah pendidikan dan
penghargaan
3 Infografis mengenai Infografis Retribusi Daerah Provinsi Bidang 2023 v v v selama berlaku -
Retribusi Daerah Kalimantan Timur Penerimaan
Bukan Pajak
Daerah
4 Infografis mengenai Wajib | Infografis mengenai Wajib Pungut (WAPU) Bidang Pajak 2023 v v v selama berlaku =
Pungut Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Daerah
5 Infografis mengenai Infografis Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Bidang Pajak 2023 v v v selama berlaku -
Pajak Daerah Timur Daerah
6 Gebyar Pajak Daerah Gebyar Pajak Daerah, Informasl ini Bidang Pajak 2025 v v v selama berlaku -

mengenai Anugerah Intensifikasi
Pemungutan PKB




Informasi Zona Informasi mengenai Zona Integritas Sekretariat / 2023 v v v selama berlaku
Integritas Bapenda Prov. Kaltim Bidang PPSIP
SP4N-Lapor Informasi SP4N-Lapor Bapenda Prov Kaltim Sekretariat / 2025 v v v selama berlaku
Bidang
PPSIP
Informasi mengenai Informasi relaksasi atau program pemutihan Bidang Pajak 2025 v v v selama berlaku
Relaksasi Pajak Daerah
Daerah

Ditetapkan di Samarinda

Pada Ta\ggal 1 Agustus 2025
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Data permohonan informasi Tahun 2025 pada website https://bapenda.kaltimprov.go.id/ppid/

NO Nama Alamat Email NO HP Permintaan informasi Tindak Lanjut
Untuk penelitian mengenai dampak Permintaan Informasi sudah
! s s - : . elektronifikasi gate parkir di terminal  [dipenuhi oleh bidang
1 |Falia Fajrinadien JI. Wijaya Kusuma IlI falia311@gmail.com 81282007200 kalimantan timur terhadap peningkatan| Penerimaan Bukan Pajak
PAD kalimantan timur Daerah
2 |Masa Derita Harefa JI. Ir. sutami hmasaderita@gmail.com [85372113652 permintaan data Permintaan Telah Dipenuhi
Bapenda Provinsi Kalimantan Izin, ingin konsultasi dengan pejabat
3 |Zulkifli Uitara zulakiman68@gmail.com |85245215404 terkait pemberian insentif pemungutan
pajak dan retribusi
Informasi terkait data terbaru Permintaan Informasi sudah
4 |muhammad alparezi jl. Ulin alparezim@gmail.com 85349745931 pemutihan pajak kendaraan bermotr  |dipenuhi oleh bidang Pajak
untuk wilayah kalimantan timur Daerah
Data PAD Provinsi Kalimantan Timur . .
5 |Dicky Wimanjaya Limanto dl. MLI Fatyeho Sang 18i dickywimanjaya68@gmail.{85106092168 Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2023 Permlnt'_clan InfqrmaS| sgdah
Nomor 118 - dipenuhi oleh bidang Pajak
dan 2024 (dengan rincian per bulan)
Daerah
Perum bukit batakan indah Realisasi Pajak Kendaraan bermotor |Permintaan Informasi sudah
6 |Al-Ghifari Arfananda no.16 blok AH RT 13, alghifariarf @gmai.com 82252647277 tahun 2024 melalui e-samsat dipenuhi oleh bidang Pajak
manggar, Balikpapan Timur kalimantan timur Daerah
perum bukit batakan Indah no Jurmniah pengguna E-samsat Provinsi Permintaan Informasi sudah
7 |Al-Ghifari Arfananda 16 blok AH RT 13, Manggar, |alghifariarf@gmail.com 82252647277 . 3 dipenuhi oleh bidang Pajak
. ' Kalimantan Timur 2024
Balikpapan Timur Daerah
Penelitian skripsi Data jumlah Permintaan Informasi sudah
8 |Marwah atikah JI. Subulussalam rt51. no 7 |marwahatikah61@gmail.cq 82354924254 kendaraan bermotor wilayah kota dipenuhi oleh bidang Pajak
balikpapan 2024 Daerah
1. Jumlah Pembayaran PKB secara Permintaan Informasi sudah
manual/Langsung (THN 2022 s/d dipenuhi oleh bidang Pajak
N 2023) Daerah
9 |Puspa Anggraeni divelier ManginsidtRT 4 puspabarina@gmail.com |83869502610 2. Jumlah pembayaran PKB melalui e-

NO 14

Samsat (THN 2022 s/d 2023)
3. Jumlah pengguna e-Samsat tahun
2024




LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID PEMBANTU BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHLIN 2025

NO Hari/Tanggal Nama dan Alamat Permintaan Informasi Cara Memperoleh Informasi Tindak Lanjut
1 2 3 4 9 10
17 Januari 2025 B-
90/64000/VS 330/2025 Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Permintaan Data SURAT Permintaan Telah Dipenuhi
30 Januari 2025 Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Pemerintah ) y : ‘
2
974142/BPPDRD Kota Balikpapan Permintaan Data SURAT Permintaan Telah Dipenuhi
3 06 Februari 2025 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan | Permintaan Data Pengesahan STNK 1 Tahun Pada Samsat Se- Kalimantan SURAT e iR TIGH Dl hi
BBB1/IYAN.1./2025 Timur Timur LR SN TIREM
12 Februari 2025 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan ) — ) _ )
4
30/S/LKPD-Prov Kaltim/02/2025 Preeial Kl i Permintaan Data Dan Retribusi SURAT Permintaan Telah Dipenuhi
17 Februari 2025 Universitas Mulawarman Program Pascasarjana Magister ) - ) _ _
5
37/UN17 12/PPIS2-MIE/2025 Ekoromi Permohonan Surat Izin Penelitian SURAT Permintaan Telah Dipenuhi
05 Maret 2025
6 ; s N . - ; ; :
Z77IUNAT A/PLI2025 Fakultas Ekonomi Dan Bishis Universitas Mulawarman Permohonan Izin Penelitian SURAT Permintaan Telah Dipenuhi
7 14 Maret 2025 Fakultas Perikanan Dan limu Kelautan Universitas BOHoRR Bhaliian SURAT bR e B e
592/UN17.6/PK.01.06/2025 Mulawarman ermintasn felah Dipe
11 Maret 2025
8 . s T : - . s i
JUNA7 1/PLI2025 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman Permohonan Izin Penelitian SURAT Permintaan Telah Dipenuhi
9 AGMaret 028 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ljin Pnelitian Dan Permintaan Data Skripsi SURAT Permintaan Telah Di hi
043IFEBP A/C 6/C/2025 va ! Ps! ermintaan Telah Dipenuhi
20 Maret 2025 Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ; ) y .
10
900/422/BPPDRD Pemerintah Kota Balikpapan Permintaan Data SURAT Permintaan Telah Dipenuhi
14 April 2025 Fakultas llmu Sosial Dan limu Politik Universitas ; s .
11 i i i
3911/UN17 2/PT 01.042025 Mulawarman Permohonan zin Penelitian dan Permintaan Data SURAT Permintaan Telah Dipenuhi
April 100.1.4.4II- i 2 . n " . e vy et ’
12 2217;'63;2';50 Al DPRD Provinsi Kalimantan Timur Permintaan Data Kepada Mitra Kerja Komisi IDPRD Provinsi Kalimantan Timur SURAT Permintaan Telah Dipenuhi
13 22 April 2025 Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah e iaakiDEg SRR bermisitaan T2l Bioeniifi
900/357/BPPDRD Pemerintah Kota Balikpapan 7
14 23 Aprl 200 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Permintaan Data Informasi SURAT Permintaan Telah Di hi
R/62/IV/DR/PB.03/2025/BNN 3 SRR
07 Mei 2025 B- Permintaan Data Jumlah Dan Penerimaan BBNKB Bulanan Tahun 2019-2025
15 . Fs : ; : *
451/64000/VS 330/2025 Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur e SURAT Permintaan Telah Dipenuhi
16 dv.aor 2o Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman Permohonan izin Penelitian SURAT Permintaan Telah Dipenuhi
JUN17.4/PL/2025 . e
17 29 April 2025 Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Samarinda Permintaan Data SURAT Permintaan Telah Dipenuhi
900/11177/300.03 Pa P
TT Juni 2025 B- : 7 .
P Riset Ek Mak K Riset
18 [14224/m112.4TK 0201/6/20 usat Riset Ekonomi Makro Dan Keuangan Badan Riset [ 1 nan Data Penelitian SURAT Permintaan Telah Dipenuhi
s Dan Inovasi Nasional
16 Juni 2025 oS : Permintaan Data Sebagai Calon Responden Eksternal/Pengguna Layanan ) _ )
19
700/2001/ltproviVI2025 Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Survey Perilaian Integritas Tahun 2025 SURAT Permintaan Telah Dipenuhi
16 Juni 2025 T ; Permintaan Data Sebagai Calon Responden Survey Penilaian Integritas Tahun X X X
20 I | T P
70011990/ltprov/VI/2025 nspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2025 SURAT ermintaan Telah Dipenuhi
14 April 2025 Fakultas Imu Sosial Dan lImu Politik Universitas : A ; . _ .
21 3011/UN17 2PT.01.042025 R ———— Permohonan Izin Penelitian Dan Pemrintaan Data SURAT Permintaan Telah Dipenuhi
24 Juni 2025
22 an Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong Permintaan Data SURAT Permintaan Telah Dipenuhi

S/775/KPP.1408/2025




03 Juli 2025 B-

23 isti insi i i i i j i i i
658/64000/V'S.300/2025 Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur Permintaan Data Penerimaan BBNKB dan Pajak Bulanan 2025 SURAT Permintaan Telah Dipenuhi
24 40 Jull 2025 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Permintaan data dan informasi PBB,BPHTB,dan Kendaraan Bermotor SURAT Permintaan Telah Dipenuhi
R/3293/ATR 02.01/26/07/2025 poine ' ' ' penin
25 31Ul 202 Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Samarinda Permintaan Data SURAT Permintaan Telah Di hi
500.11.14101/100.05 9 st Ry Unenty
26 Mei 2025 v 7 ; : : : x : x
26 Politeknik Negeri Samarinda Izin Melakukan Observasi Dan Wawancara SURAT Permintaan Telah Dipenuhi

242/PL7/IKM/2025




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Mayjen M.T. Haryono, Samarinda Ulu, Samarinda 75124
Telpon (0541)73496S, 734972, Facsimile 731208
Website: hitps://bapenda kaltimprov.go.id; Email : bapenda@kaltimprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 100.3/K.31/BAPENDA-V

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal
11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengangkat
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu Membentuk Tim
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur dengan Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Manjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah  Pusat dan Pemerintah  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6781);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor
1



Menetapkan

KESATU

KEDUA

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 35);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 56);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 2);

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18
Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi
Publik di Lingkungan Pemerintah  Provinsi
Kalimantan Timur (Berita Daerah  Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2013 Nomor 18):

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43
Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan
personil sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
mempunyai tugas :



KETIGA

KEEMPAT

1. Menyusun kerangka acuan dan konsep administrasi
lainnya dalam pelaksanaan kegiatan keterbukaan
informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

2. Melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi
publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur;

3. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur

dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kalimantan Timur;

4. Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan
dan penyusunan informasi dan dokumentasi,

5. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian
pelayanan atas permintaan informasi dan
dokumentasi.

Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan
ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Kalimantan Timur melalui Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur,

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari
2025.

Ditetapkan di Samarinda
Pada.Tanggal 14 Februari 2025
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100.3/K.31/BAPENDA-V TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Atasan PPID Pelaksana : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur

Ketua PPID Pelaksana : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur

Sekretaris . Kepala Sub Bagian Umum Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Bidang Pelayanan

Dokumentasi Informasi : 1. Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Sistem Informasi Pendapatan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur

2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan
Pendapatan Daerah se Kalimantan Timur

3. Kepala Sub Bidang Analisis Pengembangan
Pendapatan dan Pelayanan Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur

Anggota Roesita Ika Winarti
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Novi Susanto
Ni Ketut Kartika Triana Putri
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Awang Muhammad Gaffar Bimandaru

Bidang Pengolahan Data dan
Klasifikasi Dokumentasi : 1. Kepala Bidang Pajak Daerah Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur

2. Kepala Bidang Bukan Pajak Daerah Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur



Anggota

Bidang Penyelesaian
Sengketa Informasi

Anggota
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Kepala Sub Bidang Pengendalian dan
Evaluasi Pendapatan Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran
Pendapatan dan Pengembangan Sistem
Informasi Pendapatan Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Nanda Nadiera Utami Puteri

Lisna Adriani

Abyan Sadewo Aji

Pipit Ulfa Krisnawati

Entjiek Farid Fabian

Satriva Eka Rachmah Assidig

Muhammad Fadjri

Unsur Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan
Pendapatan Daerah se Kalimantan Timur

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pendapatan Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

Kepala Sub Bidang Kajian Hukum dan
Perundang-undangan Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Kepala Sub Bidang Pendataan, Administrasi,
dan Keberatan Pajak Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur

Galuh Amalia

Ebet Rama Nugraha
Sulis Setia Wati
Syafruddin Nur
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URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR :

1. Atasan PPID Pelaksana

a.

b.

Memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan
keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur;

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di
lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Ketua PPID Pelaksana

a.

Menyusun kerangka acuan dan konsep administrasi lainnya dalam
pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

. Melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi pengumpula bahan informasi

dan dokumentasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dan
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;

. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua PPID Pelaksana Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada Atasan PPID
Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

3. Sekretaris

a.

Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan dan penyusunan
informasi dan dokumentasi;

. Melakukan  pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan

dokumentasi, korespondensi, dan penyediaan meja informasi;

. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan

informasi dan dokumentasi;

. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;

. Mempersiapkan pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang

dikecualikan;

Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan
informasi;

. Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi

publik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur;



Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

a. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi, dokumentasi,

dan korespondensi di meja informasi;

. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan

informasi dan dokumentasi;

. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi

Informasi bertanggung jawab kepada Ketua.

Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

a.

Melakukan penghimpunan, pendataan, dan penyimpanan informasi publik
sesuai urusan dan bidangnya masing-masing;

b. Melaksanakan pengklasifikasian informasi publik;

£

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi
Informasi bertanggung jawab kepada Ketua.

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

a.

Melaksanakan kajian atas dampak dan konsekuensi dibukanya informasi
publik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

. Melaksanakan kebijakan dan asistensi pelaksanaan klarifikasi informasi

publik;

. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan terkait diterima atau

ditolaknya suatu permintaan informasi publik;

. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan

informasi;

. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

bertanggung jawab kepada Ketua.
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